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Masa Sidang II Tahun Sidang 2022-2023
(16 - 30 November 2022)

LAPORAN DWI MINGGUAN

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

KOMISI I

NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | RUU tentang PENGESAHAN RDPU dengan Mencari Masukan terkait | Tanggal 21
PERSETUJUAN ANTARA Pakar/Akademisi/LSM. | RUU tersebut. November 2022.
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Raker Komisi I DPR RI Pembicaraan Tingkat I Tanggal 28
DAN PEMERINTAH REPUBLIK q P intah terhadan RUU t but N ber 2022
SINGAPURA TENTANG KERJA SAMA (l\irelﬁir;n Montomham, | op crsebut. | ovembet '
PERTAHANAN (Agreement between Menlu) ’ ’
the Government of the Republic of '
Indonesia and the Government of the
Republic of Singapore on Defence
Cooperarion)
2. | RUU tentang PENGESAHAN Raker Komisi I DPR RI Pembicaraan Tingkat I Tanggal 28

PERSETUJUAN ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH REPUBLIK FI1JI
TENTANG KERJA SAMA BIDANG
PERTAHANAN (Agreement Between
The Government of The Republic of
Indonesia and the Government of
Ther Republic of Fiji Concerning
Cooperation in ther Field of Defence)

dengan Pemerintah
(Menhan, Menkumham,
Menlu).

terhadap RUU tersebut.

November 2022.

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN




Masa Sidang II Tahun Sidang 2022-2023
(16 - 30 November 2022)

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO

KEMENTERIAN/
LEMBAGA

OBJEK SUBSTANSI

INFO SINGKAT

KETERANGAN

1.

Menhan

LANAL Bandung

Peran Lanam bandung dalam melaksanakan
pembinaan potensi maritim dan masyarakat
nelayan guna mendukung kekuatan
pertahanan negara.

Kodam II/Sriwijaya

Peran Kodam II/Sriwijaya melaksanakan
tugas pokok TNI dalam operasi militer untuk
perang dan operasi militer selain perang
dengan dukungan Alutsista, sarana dan
prasarana serta kesejahteraan TNI.

Kunjungan Kerja
Spesifik Komisi I
DPR RI.

Kemkominfo

Raker Komisi I

Pelaksanaan dan Evaluasi Tahap Akhir
Migrasi ASO dan Progress Report Penanganan
Kebocoran Data.

Raker Komisi 1.

TVRI Surabaya

Dalam rangka mengetahui perkembangan
siaran multi platform berbasis budaya lokal.

Kunspek Komisi I.

BIN

Binda Sulut

Deteksi dini dan cegah dini penyalahgunaan
manfaat potensi SDA dalam upaya
pertumbuhan ekonomi di Sulut.

Deteksi dini dan cegah dini terhadap
penyelundupan narkoba, psikotropika, uang
palsu, senjata, ilegal fishing, dan ilegal
trading; dan

Deteksi dini dan cegah dini terhadap pelintas
dan penyelam kelompok-kelompok teroris.




Masa Sidang II Tahun Sidang 2022-2023
(16 - 30 November 2022)

LAPORAN DWI MINGGUAN

KOMISI II

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
3. | RUU tentang a. Penyusunan Rapat Paripurna tanggal 17 November 2022
PEMBENTUKAN b. Pembahasan melakukan pembicaraan Tingkat
PROVINSI PAPUA BARAT | c. Harmonisasi; II/pengambilan keputusan atas RUU tentang
DAYA d. Prolegnas; Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.
e. Pemantauan &
peninjauan
4. | RUU tentang PROVINSI a. Penyusunan Rapat Paripurna tanggal 17 November 2022
(SUMATERA UTARA, b. Pembahasan mengesahkan RUU tentang Provinsi
SUMATERA SELATAN, c. Harmonisasi; (Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa
JAWA BARAT, JAWA d. Prolegnas; Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur,
TENGAH, JAWA TIMUR, e. Pemantauan & KalimantanTengah, Maluku, dan Bali) sebagai
KALIMANTAN TENGAH, peninjauan RUU usul DPR RI.
MALUKU, DAN BALI)
B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN
C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN
KEMENTERIAN/ OBJEK
NO LEMBAGA PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | Kementerian a. Pelaksanaan Rapat Kerja Komisi II DPR| 1. Komisi II DPR RI mengapresiasi upaya
Dalam Negeri RI undang-undang; | RI dengan Menteri Dalam Kementerian Dalam Negeri RI yang
Negeri, dengan agenda berhasil menyelesaikan penegasan batas
pembahasan proses daerah hingga Oktober 2022, sebanyak

3



Masa Sidang II Tahun Sidang 2022-2023
(16 - 30 November 2022)

KEMENTERIAN/ OBJEK
NO LEMBAGA PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
. Pelaksanaan penyelesaian masalah 795 segmen batas daerah (81 persen)

keuangan negara;
dan/atau

. Kebijakan

pemerintah.

segmen batas daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota
di Indonesia pada tanggal
21 November 2022.

telah ditetapkan melalui Peraturan
Menteri Dalam Negeri (Permendagri) dari
total 979 segmen batas daerah.
Sedangkan 155 segmen batas daerah (16
persen) lainnya masih dalam proses
penetapan Permendagri dan tersisa
sebanyak 31 segmen (3 persen) yang
masih dalam proses fasilitasi.

. Komisi II DPR RI meminta kepada

Kementerian Dalam Negeri RI untuk
segera menindaklanjuti masalah
sengketa segmen batas daerah yang
belum terselesaikan sebagaimana yang
disampaikan oleh Komisi II DPR RI yang
belum terakomodir dalam 31 segmen
yang masih dalam proses fasilitasi.

. Komisi II DPR RI mendorong Menteri

Dalam Negeri RI untuk melakukan
pembinaan dan pengawasan kepada
pemerintah daerah melalui Tim
Penegasan Batas Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota untuk segera
melakukan percepatan penyelesaian
segmen batas daerah yang belum
definitif serta melakukan pemasangan
pilar maupun batas-batas fisik untuk
daerah yang telah definitif dengan
mengacu pada peta lampiran
permendagri yang telah diterbitkan.
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(16 - 30 November 2022)

Aparatur Negara
dan Reformasi
Birokrasi RI dan
Badan
Kepegawaian
Negara RI

. Pelaksanaan

keuangan negara;
dan/atau

. Kebijakan

pemerintah.

II DPR RI dengan Menteri
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi
Birokrasi RI dan Kepala
Badan Kepegawaian
Negara RI, dengan
agenda evaluasi
pendataan tenaga non
ASN di Indonesia dan
penyusunan roadmap
penyelesaian
pengangkatan tenaga

KEMENTERIAN/ OBJEK
NO LEMBAGA PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
4. Komisi II DPR RI meminta Kementerian
Dalam Negeri untuk segera
menyampaikan kepada Komisi II DPR RI
roadmap penyelesaian permasalahan
batas antara desa/kelurahan di seluruh
wilayah Indonesia, untuk selanjutnya
dibahas dalam Raker/RDP yang akan
datang.
2. | Kementerian . Pelaksanaan Rapat Kerja Komisi II Mengingat banyaknya permasalahan yang
ATR/BPN RI undang-undang; | DPR RI dengan Menteri disampaikan oleh Anggota Komisi II DPR
. Pelaksanaan ATR/BPN RI, dengan RI, maka Komisi II DPR RI dan Menteri
keuangan negara; ggenda t1ndaklapjut isu- | ATR /BPN menyepakati rapat kerja pada
dan/atau isu aktual terkait L . i
. Kebijakan pertanahan tanggal 21 har.1 ini akan dilanjutkan pada rapat kerja
pemerintah. November 2022. berikutnya.
3. | Kementerian . Pelaksanaan Rapat Kerja dan Rapat Mengingat banyaknya permasalahan yang
Pendayagunaan undang-undang; | Denger Pendapat Komisi | disampaikan oleh Anggota Komisi II DPR

RI, maka Komisi II DPR RI bersama Menteri
PANRB dan Kepala BKN menyepakati
Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat pada
hari ini akan dilanjutkan pada rapat
berikutnya.




Masa Sidang II Tahun Sidang 2022-2023
(16 - 30 November 2022)

KEMENTERIAN/ OBJEK
NO LEMBAGA PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
honorer tanggal 21
November 2022.
4. | Kementerian . Pelaksanaan Kunjungan Spesifik Terkait evaluasi HGU dan Tata Ruang.
ATR/BPN undang-undang; | Komisi II DPR RI ke
. Pelaksanaan Provinsi Riau, Provinsi
keuangan negara; | Sulawesi Tengah, dan
dan/atau Provinsi Jawa Tengah
. Kebijakan pada tanggal 23 - 25

pemerintah.

November 2022.
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(16 - 30 November 2022)

LAPORAN DWI MINGGUAN

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

KOMISI III

NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. Penyusunan -—- Komisi III DPR RI masih menunggu hasil | RUU Usul Inisiatif
RUU tentang PENYADAPAN penyempurnaan draf RUU tentang Komisi III DPR RI.
Penyadapan sesuai dengan Keputusan
Rapat Komisi III dengan Kepala Badan
Keahlian DPR RI tanggal 15 November
2022.
2. Penyusunan -—- Komisi III DPR RI masih menunggu hasil | Amanat Pasal 43J
Rancangan Peraturan DPR penyempurnaan Rancangan Peraturan UU Nomor 5 Tahun
RI tentang Pembentukan DPR RI tentang pembentukan Tim 2018 tentang Perpu
Tim Pengawas Pengawas Pemberantasan Terorisme Nomor 1 Tahun
Pemberantasan Terorisme (TPPT) sesuai dengan Keputusan Rapat 2002 tentang
(TPPT) Komisi III dengan Kepala Badan Keahlian | Pemberantasan
DPR RI tanggal 15 November 2022. Tindak Pdana
terorisme.
3. Pembahasan -—- Komisi III akan menjadwalkan kegiatan -—-
RUU tentang HUKUM ACARA pembahasan RUU tentang Haper pada
PERDATA minggu kedua bulan Desember 2022.
(selanjutnya disebut dengan
RUU tentang HAPER)
4. Pembahasan - Dalam rangka mencari masukan terkait | ---
RUU tentang Perubahan dengan substansi RUU tentang
Kedua atas UU Nomor 35 Narkotika, Komisi III akan melakukan
Tahun 2009 tentang kunjungan kerja ke beberapa daerah
NARKOTIKA pada awal bulan Desember 2022.
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(16 - 30 November 2022)

NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
(selanjutnya disebut dengan
RUU tentang NARKOTIKA)

5. Pembahasan Raker Pada tanggal 24 November 2022 Komisi RUU
RUU tentang KITAB III melaksanakan Raker dengan Carry Over

UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA
(RUU tentang KUHP)

Menkumham, dalam hal ini diwakilkan
oleh Wamenkumham, membahas
penyempurnaan RUU tentang KUHP.

Materi vang dibahas :

1.

2.

Isi RUU KUP sebelum dan sesudah
dialog publik
a. Tanggal 6 Juli 2022 sebanyak 632
pasal;
b. Tanggal 9 November 2022 sebanyak
627 pasal.
Beberapa masukan masyarakat :
a. Penghapusan
Penggelandangan, unggas yang
melewati kebun, ternak yang
melewati kebun, dan 2 pasal tindak
pidana lingkungan hidup.
b. Reformulasi
1) Menambahkan kata “kepercayaan”
di pasal-pasal yang mengatur
mengenai “agama”
2) Mengubah frasa “pemerintah yang
sah” menjadi “pemerintah”
3) Mengubah penjelasan Pasal 218
mengenai penyerangan harkat dan
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NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN

martabat presiden dan wakil
presiden.
4) dsb

c. Penambahan
Menambahkan 1 pasal dan 1 ayat
baru terkait penegasan beberapa
tindak pidana dalam RUU tentang
KUHP sebagai tindak pidana
kekerasan seksual.

d. Reposisi
Tindak pidana pencucian uang
direposisi dari 3 pasal menjadi 2
pasal tanpa adanya perubahan
substansi.

3.Dalam RDP tanggal 9 November 2022,
setelah mempertimbangkan masukan
yang dipaparkan, Pemerintah
mengusulkan untuk mengubah
beberapa substansi, antara lain:

a. Reformulasi Penjelasan Hukum
yang Hidup dalam Masyarakat.

b. Penyesuaian definisi Makar menjadi
niat untuk melakukan serangan.

c. Mengadopsi ketentuan mengenai
rekayasa kasus dalam Bab Tindak
Pidana terhadap Proses Peradilan,
Bagian Penyesatan Proses Peradilan.

d. Perubahan jangka waktu berlaku
RUU KUHP dari 2 tahun menjadi 3
tahun setelah diundangkan.
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(16 - 30 November 2022)

NO

JUDUL RUU

KEGIATAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

e. Reformulasi Pasal mengenai
Penghinaan terhadap Lembaga
Negara (dibatasi pada lembaga
kepresidenan, MA, MK, MPR, DPR,
DPD).

f. Pengecualian Penganiayaan Hewan
dalam hal dilakukan untuk kegiatan
budaya/adat istiadat.

g. Harmonisasi Pertanggungjawaban
Korporasi dengan Perma 13/2016.

Masing-masing perwakilan Fraksi
memberikan masukan terkait dengan 2
materi yang diberikan Pemerintah. Yang
masih menjadi bahasan adalah mengenai
kata “dapat” dalam Pasal 100 ayat (1)
RUU tentang KUHP (terkait hukuman
mati). Sebagian besar Fraksi meminta
frasa “dapat” agar dihapus karena kata
“dapat” akan menjadikan multitafsir
hakim dalam mengambil keputusan.

Keputusan rapat tanggal 24 November
2022 :

Menyetujui pembahasan RUU tentang
KUHP dilanjutkan pada Pembahasan
Pengambilan Keputusan Tk. I.

Raker
Pembahasan Tk.
I / Pengambilan

Pada tanggal 24 November 2022 (sore)
Komisi III melaksanakan Rapat kerja
dengan Menteri Hukum dan HAM, dalam

10
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(16 - 30 November 2022)

NO

JUDUL RUU

KEGIATAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

Keputusan RUU
tentang KUHP

hal ini diwakilkan oleh Wakil Menteri

Hukum dan HAM, dalam rangka

Pembahasan Tingkat I / Pengambilan

Keputusan atas RUU tentang KUHP,

dengan agenda:

1.Pendapat Akhir Mini fraksi-fraksi dan
Pendapat Akhir Pemerintah

2.Penandatanganan Naskah RUU tentang
KUHP

3.Pengambilan Keputusan untuk
dilanjutkan pada Pembicaraan Tk.
II/Rapat Paripurna.

Raker memutuskan :

Menyetujui pembahasan RUU tentang
KUHP dilanjutkan pada Pembahasan
Tingkat II/Pengambilan Keputusan
untuk disahkan menjadi UU tentang
KUHP dalam Rapat Paripurna terdekat.

Pembahasan

RUU tentang PENGESAHAN
PERJANJIAN ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA DAN
PEMERINTAH REPUBLIK
SINGAPURA TENTANG
EKSTRADISI BURONAN
(Treaty between the
Government of the Republic
of Indonesia and the

Sesuai dengan Keputusan Raker Komisi
IIT dengan Pemerintah tanggal 7
November 2022, maka Pembahasan RUU
tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi
Buronan akan dilaksanakan pada hari
Senin tanggal 5 Desember 2022.

RUU Komulatif
Terbuka.

11
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(16 - 30 November 2022)

NO

JUDUL RUU

KEGIATAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

Government of the Republic

of Singapore for the

Extradition of Fugitives)
(selanjutnya disebut dengan
RUU tentang PENGESAHAN
PERJANJIAN EKSTRADISI

BURONAN)

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO

KEMENTERIAN/
LEMBAGA

OBJEK
PENGAWASAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

1.

1. Kapolda

2. Kajati

3. BPN

4. Warga Desa

Kunjungan Kerja
Spesifik Panja
Pengawasan
Penegakan Hukum
(PPH) Sub Mafia
Pertanahan.

Pada tanggal 16 sd 18 November 2022 Panja
PPH Sub Mafia Pertanahan melaksanakan
kunjungan ke 2 Provinsi, yaitu:

1. Provinsi Lampung, dipimpin oleh akil Ketua
Komisi III, Bp Ir. Pangeran Khaerul Saleh,
M.M.

Tim melakukan kunjungan lapangan dan
berdialog dengan warga desa Malang Sari
Provinsi Lampung, serta melakukan
pertemuan dengan Kapolda, Kajati dan BPN
Provinsi Lampung.

2. Provinsi Riau, dipimpin oleh Sekretaris Panja
Bp ulfachri Harahap, S.H., M.H.

Tim melakukan kunjungan lapangan dan
berdialog dengan warga Desa Singingi Hilir,
Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau,

12
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(16 - 30 November 2022)

NO LEMBAGA

KEMENTERIAN/

OBJEK
PENGAWASAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

serta melakukan pertemuan dengan Kapolda,
Kajati dan BPN Provinsi Riau.

2. | Pimpinan dan

Sub Mafia
Pertanahan

Anggota Panja PPH

Rapat Internal

Rapat dilaksanakan pada tanggal 22 November
2022, dipimpin oleh Ketua Panja PPH Sub Mafia
Pertanahan, Bp Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H.,
M.Hum., membahas laporan Tim Kunjungan ke
Provinsi Lampung dan Provinsi Riau.

Rapat bersifat
Tertutup

3. | Jaksa Agung RI

Rapat Kerja

Pada tanggal 23 November 2022 Komisi III
melaksanakan Rapat Kerja dengan Jaksa Agung
RI membahas :

1. Evaluasi Kinerja Kejaksaan Tahun 2022.

2. Rencana kerja di bidang pembinaan karir
Kejaksaan pada semester I tahun 2023 serta
strategi di bidang penanganan kasus korupsi
pada semester [ tahun 2023

3. Implementasi Program Penghentian
Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
(Restorative Justice).

Kesimpulan Rapat:

1. Komisi III DPR RI mengapresiasi capaian
kinerja program Restorative Justice Kejaksaan
Agung dan mendukung upaya program
Restorative Justice, termasuk dalam perkara
tindak pidana narkotika khususnya
pengguna, pemakai atau pecandu dengan
mengedepankan rehabilitasi, serta akan
memberikan tambahan anggaran untuk
program Restorative Justice melalui APBN P
2023 dan/ atau APBN 2024.

13



Masa Sidang II Tahun Sidang 2022-2023
(16 - 30 November 2022)

NO

KEMENTERIAN/
LEMBAGA

OBJEK
PENGAWASAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

2. Komisi III DPR RI meminta program Pola
Pembinaan Karir di lingkungan Kejaksaan
agar dibukukan dan diserahkan kepada
Komisi III DPR RI selambat-lambatnya bulan
April 2023.
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(16 - 30 November 2022)

LAPORAN DWI MINGGUAN

KOMISI IV

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. |RUU tentang a. Pelaksanaan RDPU dengan:
KSDAHE undang-undang; . Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

b. Pelaksanaan
keuangan negara;

c. Kebijakan
Pemerintah.

. Menteri Kelautan dan Perikanan;
. Menteri Pertanian;
. Mendagri;
. Menkumham; dan
Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD
RI).
Membahas:
1. Penjelasan DPR RI (Komisi IV), (KSDAHE);
2. Pandangan Pemerintah;
3
4
5

PO Q0 TP

. Pandangan Dewan Perwakilan Daerah;
. Penyerahan DIM RUU tentang KSDAHE;
. Pengesahan Jadwal Acara Pembahasan RUU
tentang KSDAHE; dan
6. Mekanisme Pembahasan RUU tentang
KSDAHE.

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN
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Masa Sidang II Tahun Sidang 2022-2023
(16 - 30 November 2022)

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO PIHAK / WAKTU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | a. Kepala Badan Pangan . Pelaksanaan undang- Membahas Rencana program dan
Nasional; undang; kegiatan Tahun 2022-2023 dan
b. Dirut Perum Bulog; . Pelaksanaan keuangan isu-isu aktual lainnya.
c. Dirut ID FOOD; dan negara,;
d. Dirut PT Pupuk Indonesia . Kebijakan Pemerintah.
(Persero)
2. |a. Eselon 1 Kementerian . Pelaksanaan undang- Melanjutkan rapat tanggal 15
Pertanian; undang; November 2022 (Membahas
b. Kepala Badan Pangan . Pelaksanaan keuangan mengenai upaya peningkatan
Nasional; negara,; produksi dan produktivitas
c. Dirut Perum Bulog; dan . Kebijakan Pemerintah. komoditas).
d. Dirut ID Food
3. | Kunjungan Kerja Reses . Pelaksanaan undang- Kunjungan Kerja Spesifik ke
Masa Persidangan II Tahun undang; Pasar Induk Cikopo Purwakarta
Sidang 2022-2023 . Pelaksanaan keuangan dalam rangka peninjauan
negara; ketersediaan dan harga pangan
28 - 30 November 2022 . Kebijakan Pemerintah. serta pengelolaan sampah pasar.
4. | Kunjungan Kerja Reses . Pelaksanaan undang- Kunjungan Kerja Spesifik ke
Masa Persidangan II Tahun undang; Lokasi Pengelolaan Mangrove
Sidang 2022-2023 . Pelaksanaan keuangan Terpadu di Kabupaten Tangerang.
negara;
28 - 30 November 2022 . Kebijakan Pemerintah.
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Masa Sidang II Tahun Sidang 2022-2023
(16 - 30 November 2022)

LAPORAN DWI MINGGUAN
KOMISI V

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | Revisi RUU No. 22 | RAPAT Mendengarkan Penjelasan terkait RDP dilaksanakan pada tanggal 23
Tahun 2009 DENGAR Progres penyusunan dan hasil kajian November 2022 pukul 10.00
tentang LALU PENDAPAT mengenai RUU Perubahan atas UU No | secara fisik dan virtual.
LINTAS DAN 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. Dihadiri oleh Kepala BKD beserta
ANGKUTAN JALAN jajaran.
2. RAPAT Membahas masukan untuk Revisi UU RDPU dilaksanakan pada tanggal
DENGAR No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas | 23 November 2022 pukul 14.00
PENDAPAT dan Angkutan Jalan. secara fisik.
UMUM Dihadiri oleh Aliansi Pengemudi
Independen (API).

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

OBJEK
NO KEMENTERIAN/LEMBAGA PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. |- BMKG RAPAT 1. Evaluasi Pelaksanaan APBN RDP dilaksanakan pada
- BNPP (BASARNAS) DENGAR TA 2022; tanggal 21 November 2022
PENDAPAT 2. Membahas antisipasi potensi | pukul 13.00 secara fisik
terjadinya cuaca ekstrim; dan virtual.
Dihadiri oleh :
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(16 - 30 November 2022)

TA 2022.

2. Progress Pembangunan IKN,
Food Estate, penanganan
infrastruktur pasca banjir

OBJEK
NO KEMENTERIAN/LEMBAGA PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
3. Penyerahan hasil kompilasi 1.Kepala BMKG
kunjungan kerja pada MS I 2.Kepala BNPP (Basarnas)
2022 - 2023. beserta jajaran.
2. | KEMENTERIAN DESA, PDT RAKER 1. Evaluasi Pelaksanaan APBN Raker dilaksanakan pada
DAN TRANSMIGRASI TA 2022; tanggal 22 November 2022
2. Penyerahan hasil kompilasi pukul 10.00 secara fisik
kunjungan kerja pada MS I dan virtual.
2022 - 2023. Dihadiri oleh Menteri Desa,
PDT dan transmigrasi
beserta jajaran.
3. | BMKG DAN BNPP (BASARNAS) RAPAT 1. Evaluasi Pelaksanaan APBN RDP dilaksanakan pada
Lanjutan RDP tgl 21 Nov 2022. DENGAR TA 2022; tanggal 22 November 2022
PENDAPAT 2. Membahas antisipasi potensi | pukul 14.00 secara fisik
terjadinya cuaca ekstrim; dan virtual.
3. Penyerahan hasil kompilasi Dihadiri oleh :
kunjungan kerja pada MS I 1.Kepala BNPP (Basarnas)
2022 -2023. 2.Sestama BMKG
beserta jajaran.
4. | KEMENTERIAN RAKER Evaluasi Pelaksanaan APBN TA | Raker dilaksanakan pada
PERHUBUNGAN 2022. tanggal 24 November 2022
pukul 10.00 secara fisik
dan virtual.
Dihadiri oleh Menteri
Perhubungan beserta
jajaran.
5. | KEMENTERIAN PUPR RAKER 1. Evaluasi Pelaksanaan APBN Raker dilaksanakan pada

tanggal 28 November 2022
pukul 13.30 secara fisik
dan virtual.
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¢ Ditjen Perhubungan Udara
¢ Ditjen Perhubungan Darat,
¢ Ditjen Perhubungan Laut

¢ Ditjen Perkeretaapian

e PT. AP I

o PT. KAI

e Perum LPPNPI (Airnav);

KEMENTERIAN PUPR
e Ditjen Bina Marga
e Ditjen SDA, BP2JK, dan BPJT

BMKG
BNPP/Basarnas

1. Medan (Provinsi Sumatera
Utara).

2. Makassar (Provinsi Sulawesi
Selatan).

3. Kulon Progo (Provinsi D.I'Y).

OBJEK
NO KEMENTERIAN/LEMBAGA PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
dan tanah longsor, serta Dihadiri oleh Menteri PUPR
Tindak lanjut Kunker Komisi | beserta jajaran.
V DPR RI ke TMII.
6. | RDP dengan DITJEN HUBDAT Infrastruktur | Membahas permasalahan terkait | RDP dilaksanakan pada
KEMENHUB penyelenggaraan jembatan tanggal 29 November 2022
timbang, pengelolaan terminal pukul 10.00.
tipe A dan pelabuhan
penyeberangan dan jalan akses
menuju ke Pelabuhan.
7. | RDPU dengan DPRD Infrastruktur | Konsultasi terkait kegiatan RDPU dilaksanakan pada
KABUPATEN PACITAN Pembangunan dan Infrastruktur | tanggal 29 November 2022
di Kabupaten Pacitan Tahun pukul 10.00.
2023.
8. | KEMENTERIAN Kunjungan Kunjungan Kerja Persiapan Kunjungan Kerja Spesifik
PERHUBUNGAN Kerja Spesifik [ Natal dan Tahun Baru ke: dilaksanakan tanggal 30

November s.d 2 Desember
2022.
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LAPORAN DWI MINGGUAN
KOMISI VI

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN

1. - Rapat pimpinan Pembahasan rancangan jadwal komisi VI
DPR RI.

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO | KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | PT Hutama Karya a. Pelaksanaan undang-undang; | Pendalaman PMN Tunai TA
(Persero) b. Pelaksanaan keuangan 2022.
negara;
c. Kebijakan pemerintah.
2 | Rapat Intern a. Pelaksanaan undang-undang; | Penetapan Program Kerja
b. Pelaksanaan keuangan Panja Distribusi Pupuk.
negara;

c. Kebijakan pemerintah.

3 | PT Waskita Karya a. Pelaksanaan undang-undang; | Pendalaman PMN Tunai TA
(Persero) Thk b. Pelaksanaan keuangan 2022 dan pembahasan
negara; Corporate Action.
c. Kebijakan pemerintah.
4 | PT BTN (Persero) Thk a. Pelaksanaan undang-undang; | Pendalaman PMN Tunai

Tahun Anggaran 2022.
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(16 - 30 November 2022)

NO | KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
b. Pelaksanaan keuangan
negara;
c. Kebijakan pemerintah.
S5 | Wamen II Kementerian a. Pelaksanaan undang-undang; | Persetujuan anggaran PMN
BUMN b. Pelaksanaan keuangan TA 2022.
negara;
c. Kebijakan pemerintah.
6 | PT Bio Farma (Persero) a. Pelaksanaan undang-undang; | Pembahasan Kinerja
b. Pelaksanaan keuangan Korporasi tahun 2022 dan
negara, isu aktual terkait standar
c. Kebijakan pemerintah. keamanan produksi obat.
7 | PT PLN (Persero) a. Pelaksanaan undang-undang; | Pendalaman PMN Tunai
b. Pelaksanaan keuangan Tahun Anggaran 2022.
negara;
c. Kebijakan pemerintah.
8 | Distributor dan pengecer | a. Pelaksanaan undang-undang; | Pembahasan mengenai
pupuk b. Pelaksanaan keuangan rantai pasokan distribusi
negara, pupuk subsidi dan non
c. Kebijakan pemerintah subsidi.
9 | PT Semen Indonesia a. Pelaksanaan undang-undang; | Evaluasi pelaksanaan
(Persero) Thk b. Pelaksanaan keuangan kinerja tahun 2022 dan
negara; rencana kerja BUMN (aksi
c. Kebijakan pemerintah. korporasi/inisiatif strategis
korporasi tahun 2023).
10 | PT Krakatau Steel a. Pelaksanaan undang-undang; | Evaluasi pelaksanaan
(Persero) Thk b. Pelaksanaan keuangan kinerja tahun 2022 dan
negara; rencana kerja BUMN (aksi
c. Kebijakan pemerintah.

korporasi/inisiatif strategis
korporasi tahun 2023).
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(16 - 30 November 2022)

NO | KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
11 | Forum Koperasi a. Pelaksanaan undang-undang; | Permohonan audiensi
Indonesia (FORKOPI) b. Pelaksanaan keuangan Forkopi pembahasan RUU
negara,; Pengembangan dan
c. Kebijakan pemerintah. Penguatan Sektor
Keuangan (PPSK).
D. TUGAS KHUSUS

NO PIHAK KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN

1. | RMU RNI Indramayu,
Jawa Barat

Kunjungan Kerja Panja Pangan
Komisi VI DPR RI.

Kunjungan kerja dalam rangka
meninjau pembangunan
infrastruktur pabrik
penggilingan dan pengolahan
beras modern RNI di sektor
pertanian.

2. | RMU Bulog Sragen,
Jawa Tengah

Kunjungan Kerja Panja Pangan
Komisi VI DPR RI.

Kunjungan kerja dalam rangka
meninjau pembangunan
infrastruktur pabrik
penggilingan dan pengolahan
beras Modern Rice Mill Unit
Bulog.
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LAPORAN DWI MINGGUAN

KOMISI VII

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO

JUDUL RUU

KEGIATAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

RUU EBET

Rapat Kerja dengan:

1. Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral,

2. Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan,

3. Menteri Keuangan,

4. Menteri Badan Usaha Milik
Negara,

5. Menteri Pendidikan,
Kebudayaan, Riset dan
Teknologi,

6. Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia,

7. Pimpinan Komite II DPD

Pengantar Musyawarah
Pembicaraan Tingkat I
RUU tentang Energi Baru
dan Energi Terbarukan
(RUU EBET):
a. Penjelasan RUU EBET
oleh Komisi VII DPR RI
b. Pandangan Pemerintah
terhadap RUU EBET
c. Pandangan DPD RI
terhadap RUU EBET

Dilaksanakan pada tanggal
29 November 2022, pukul
13.00 WIB.

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO

KEMENTERIAN/LEMBAGA

OBJEK PENGAWASAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

1.

Kepala SKK Migas

a. Pelaksanaan
undang-undang;

a. Laporan kinerja
industri hulu migas
hingga Oktober 2022;

Dilaksanakan pada tanggal
16 November 2022, pukul
10.00 WIB.
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(16 - 30 November 2022)

Sukses Mandiri

NO | KEMENTERIAN/LEMBAGA | OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
b. Pelaksanaan . Ketertarikan investor
keuangan negara; pada PSC cost recovery
c. Kebijakan dan gross split;
pemerintah. . Perkembangan dan
prognosa investasi
bidang eksplorasi
Tahun 2022;
. Lain-lain.

2 | Dirjen Minerba (Direktur |a. Pelaksanaan . Realisasi produksi Dilaksanakan pada tanggal
Pembinaan Pengusahaan undang-undang; batubara Tahun 2021 16 November 2022, pukul
Batubara) Kementerian b. Pelaksanaan dan 2022; 14.00 WIB.

ESDM dan RDPU dengan: .. Eeel‘tl)iajZl%Zﬁ negara, . Realisasi DMO
1. Dirut PT PT pemerintah. batubara;
Baramega Citramulia . Lain-lain.
Persada
2. Dirut PT Karya Putra
Borneo
3. Dirut PT Karya Bumi
Baratama
4. Dirut PT Bukit
Telunjuk
5. Dirut PT Sebuku
Tanjung Coal
6. Dirut PT Angsana
jaya Energi
7. Dirut PT Bina Insan
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NO | KEMENTERIAN/LEMBAGA | OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
8. Dirut PT Musi Prima
Coal
9. Dirut PT Laskar
Semesta Alam
10. Dirut PT Mustika
Indah Permai
11. Dirut PT Pesona
Katulistiwa
12. Dirut PT Insani Bara
Perkasa
13. Dirut PT Indominco
Mandiri
14. Dirut PT Gunung
Bayan Pratama Coal
4. | Kunjungan Kerja Spesifik |a. Pelaksanaan Kunjungan Kerja Spesifik Dilaksanakan pada tanggal

undang-undang;

b. Pelaksanaan

keuangan negara;

c. Kebijakan

pemerintah.

Komisi VII DPR RI ke
a. Provinsi Sumatera

Selatan, Kunjungan ke
PT Semen Baturaja di
Kota Pelembang;

. Provinsi Jawa Barat,

Kunjungan ke PT Kreasi
Mandiri Wintor
Indonesia di
Citereup,Kabupaten
Bogor;

. Provinsi Sulawesi

Selatan, Kunjungan ke

17-19 November 2022.
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(16 - 30 November 2022)

NO

KEMENTERIAN/LEMBAGA

OBJEK PENGAWASAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

Proyek Smelter PT Vale
Indonesia di Desa
Sambalagi, Bahodopi
Kabupaten Morowali.

Menteri ESDM RI

a. Pelaksanaan
undang-undang;

b. Pelaksanaan
keuangan negara;

c. Kebijakan
pemerintah.

. Realisasi Anggaran

triwulan III TA 2022;

. Progress pembentukan

entitas khusus
batubara;

. Kebijakan percepatan

DME batubara dan
kendaraan listrik di
Indonesia;

. Strategi paska hasil

gugatan nikel di WTO;

. Hasil G20 sektor ESDM;

Penjelasan terkait
pencabutan izin PKP2B
PT Asmin Koalindo
Tuhup;

. Lain-lain.

Dilaksanakan pada tanggal
21 November 2022.

RDP dengan Sekjen dan
Plh Dirjen Minerba
Kementerian ESDM RI
dan Deputi Bidang
Perencanaan
Penanaman Modal

a. Pelaksanaan
undang-undang;

b. Pelaksanaan
keuangan negara;

c. Kebijakan
pemerintah.

. Progress pasca

pencabutan izin
tambang;

. Rencana optimalisasi

penciutan WIUP/
WIUPK;

Dilaksanakan pada tanggal
23 November 2022, Pukul
10.00 WIB.
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undang-undang;
b. Pelaksanaan

keuangan negara;
c. Kebijakan

pemerintah.

NO | KEMENTERIAN/LEMBAGA | OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
Badan Koordinasi . Pelaksanaan
Penanaman Modal pendelegasian perizinan
(BPKM) di daerah;
. Lain-lain.
7. | Pimpinan BPK RI a. Pelaksanaan . Hasil Pemeriksaan PT Dilaksanakan pada tanggal
undang-undang; Vale Indonesia Tbk; 23 November 2022, Pukul
b. Pelaksanaan  Lain-Lain. 15.00.
keuangan negara;
c. Kebijakan
pemerintah.
8. | Dirut MIND ID a. Pelaksanaan . Target dan Progress Dilaksanakan pada tanggal
undang-undang; Hilirisasi Minerba; 24 November 2022, Pukul
b. Pelaksanaan . Kesiapan Net Zero 10.00.
keuangan negara; Emission dari sektor
c. Kebijakan misston ,
pemerintah. pertambangan Mind ID;
. Lain-lain.
9. | Dirut PT Bukit Asam Tbk |a. Pelaksanaan a. Progress proyek Dilaksanakan pada tanggal

gasifikasi batubara;

. Strategi transformasi PT

Bukit Asam untuk
menjadi perusahaan
energi;

. Progress optimalisasi

pemanfaatan FABA;

. Lain-lain.

28 November 2022, Pukul
10.00.
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Indonesia (AITI)

NO | KEMENTERIAN/LEMBAGA | OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
10. |a. Ketua Asosiasi a. Pelaksanaan a. Penjelasan terkait Dilaksanakan pada tanggal
Eksportir Timah undang—undang; kesj_apan dalam 28 November 2022, Pukul
Indonesia (AETI) b. Pelaksanaan menghadapi pelarangan 13.00.
b. Ketua Asosiasi keug_ngan nesara; ekspor timah;
Industri Timah ¢. Kebijakan b. Lain-lain.
pemerintah.

28



Masa Sidang II Tahun Sidang 2022-2023
(16 - 30 November 2022)

LAPORAN DWI MINGGUAN

KOMISI VIII

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. RANCANGAN Rapat Kerja Musyawarah |1. Komisi VIII DPR RI dapat menerima -
UNDANG-UNDANG | antara Komisi VIII DPR pandangan Pemerintah RI atas Rancangan
tentang RI dengan Menteri Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu
KESEJAHTERAAN | Pemberdayaan dan Anak.
IBU DAN ANAK Perempuan dan . Komisi VIII DPR RI dan Pemerintah RI
Perhndyngap Anak RI, sepakat untuk membentuk Panitia Kerja
Menteri Sosial RI, . .
. . (Panja) mengenai RUU tentang
Menteri Ketenagakerjaan Keseiah Ibu dan Anak d
RI, Menteri Hukum dan eseja teraan Ibu dan Anak dan
HAM RI. Menteri Dalam selanjutnya pembahasan Daftar
Negeri R,I dan DPD RI. Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang
Kesejahteraan Ibu dan Anak akan dibahas
di tingkat Panja.
B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN
NO INSTITUSI KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN

Badan Pengelola
Keuangan Haji
(BPKH)

Rapat Dengar Pendapat

dan Dewan Pengawas
BPKH.

dengan Badan Pelaksana

Komisi VIII DPR RI akan membahas lebih

lanjut:

a. Rencana Kerja dan Anggaran BPKH
Tahun 2023.

b. Anggaran Operasional BPKH Tahun
2023.
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NO INSTITUSI KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
c. Anggaran alokasi rekening virtual
jamaah haji tahun 2023.
d. Anggaran alokasi program
kemaslahatan tahun 2023.
C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN
KEMENTERIAN/ OBJEK
NO LEMBAGA PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | Kementerian Agama | Panitia Kerja . Panja Komisi VIII DPR RI mengenai
RI Pengawasan Pengawasan Pendidikan Keagamaan
Pendidikan melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum
Keagamaan dengan Pengurus Besar Persatuan Guru

Inpassing Nasional dan Asosiasi Pengawas
Guru Agama Katolik mengenai
Kesejahteraan Guru Pendidikan
Keagamaan.

. Panja Komisi VIII DPR RI mengenai

Pengawasan Pendidikan Keagamaan
melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan
Deputi Bidang SDM pada Kantor
Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Dirjen
Pendis, Dirjen Bimas Kristen, Dirjen Bimas
Katolik, Dirjen Bimas Hindu dan Dirjen
Bimas Budha mengenai tata kelola
kelembagaan, SDM dan anggaran
pendidikan keagamaan.
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Spesifik Komisi VIII
DPR RI ke Cianjur
(Jabar), Bogor (Jabar),
dan Medan (Sumut).

bencana gempa bumi
di Kabupaten Cianjur
dan pelaksanaan
fungsi agama di
Kantor Wilayah
Kementerian Agama
Provinsi Sumatera
Utara

pengawasan atas penyelenggaraan tanggap
darurat menyusul bencana gempa bumi di
Kabupaten Cianjur, Bogor dan sekitarnya
pada Senin 21 November 2022.

. Tim Kunker Komisi VIII DPR RI melakukan

pengawasan terhadap fungsi agama dan
keagamaan di Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi Sumatera Utara.

KEMENTERIAN/ OBJEK
NO LEMBAGA PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
2. | Badan Amil Zakat Evaluasi Kinerja dan . Komisi VIII DPR RI mengapresiasi capaian
Nasional (Baznas) Program Baznas pengumpulan zakat, infaq dan sodagah
Tahun 2022 (ZIS) dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya
(DSKL) Baznas secara nasional tahun 2022
sebesar Rp 20,2 Triliun dan realisasi
penyaluran sampai September 2022
sebesar Rp 19,4 Triliun.
. Komisi VIII DPR RI mendukung usulan
penambahan anggaran RAPBN Baznas
Tahun 2023 sebesar Rp 80 Miliar.
3. | Kunjungan Kerja Penanggulangan . Tim Kunker Komisi VIII DPR RI melakukan
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LAPORAN DWI MINGGUAN

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

KOMISI IX

NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | Rapat Internal Tanggal 16 - Komisi IX DPR RI membentuk Panja-Panja:
November 2022 b. Pengawasan terhadap Sistem Jaminan Keamanan
November 2022. dan Mutu Obat.
- Pembahasan c. Pengawasan terhadap perlindungan Pekerja
terkait rencana Migran Indonesia.
penetapan Panja d. RUU Perubahan UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang
untuk Bidang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Kesehatan dan (PPHI).
Ketenagakerjaan. | - Agenda jadwal acara rapat Komisi IX DPR RI untuk 1
- Penyusunan (satu) minggu ke depan disampaikan kepada
Agenda rapat. pimpinan Komisi IX DPR RI untuk dikomunikasikan
kepada Kapoksi/Anggota Komisi IX DPR RI.
B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN
C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN
NO INSTITUSI KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | Kunjungan kerja Antisipasi ancaman Kunspek Kepri: Tanggal 17 -
spesifik Komisi IX DPR | resesi global tahun 1. Komisi IX DPR RI mendesak 19 November

RI ke 3 Provinsi, yaitu 2023.

Provinsi Kepulauan

Kementerian Ketenagakerjaan RI
memperhatikan dan melakukan

2022.
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Riau (Kepri), Provinsi
Jawa Barat (Jabar) dan
Sulawesi Selatan
(Sulsel)

langkah antisipasi terhadap gelombang
PHK akibat dampak resesi global 2023
mendatang.

Komisi IX DPR RI mendesak
Kementerian Ketenagakerjaan
melakukan strategi membangun
paradigma Job Creator atau
menciptakan peluang usaha, sehingga
mampu mengambil tindakan yang
tepat guna memastikan keberhasilan
dalam rangka antispasi gelombang
PHK akibat dampak resesi global 2023
mendatang.

Komisi IX DPR RI mendesak BPJS
Ketenagakerjaan upaya jemput bola
dalam rangka peningkatan
kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di
Kota Batam terutama perusahaan yang
belum mendaftarkan pekerja, industri
dan UMKM di Kota Batam.

Komisi IX DPR RI meminta BPJS
Ketenagakerjaan dan Dinas Tenaga
Kerja Kota Batam melakukan
pemetaan dan pendekatan secara
komunikatif serta terobosan terhadap
pelindungan sosial bagi pekerja di kota
Batam.

Mendesak BPJS Ketenagakerjaan
memperhatiakan Willingnes
(kemampuaan) dan Ability
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(kemampuan) serta kesinambungan
sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan
agar tidak terhenti dengan melakukan
pendekatan persuasif kepada pelaku
industri.

6. Komisi IX DPR RI mengapresiasi Dinas
Tenaga Kerja Kota Batam yang telah
melakukan terobosan terhadap
peluang lapangan kerja dengan
membuat Job Fair ketenagakerjaan.

7. Komisi IX DPR RI mengapresiasi BPJS
Ketenagakerjaan Cabang Batam yang
telah melaksanakan program jemput
bola dengan melakukan pendekatan
kewilayahan dan klastering sektor
ketenagakerjaan.

Kunspek Kabupaten Bogor, provinsi

Jawa Barat

1. Terkait mekanisme kenaikan upah yang
selama ini dilakukan berdasar asas
kesepakatan antara pekerja dengan
pengusaha, jelas melanggar hukum
karena tidak ada payung hukum. Oleh
sebab itu, Komisi IX DPR RI meminta
Pemerintah Kabupaten Bogor untuk
segera mencari jalan keluar, sehingga
tidak menimbulkan polemik di
kemudian hari.
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. Komisi IX DPR RI berkomitmen untuk

melindungi pekerja jika terjadi realokasi
perusahaan guna menekan tingginya
biaya operasional perusahaan dan upah
pekerja, disamping daya beli dan
pendapatan perusahaan menurun.

. Kehadiran UU No 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja, tentunya membuka
kemudahan perusahaan untuk
merekrut pekerja dengan status
outsourcing dan kemudahan
pengurangan pekerja melalui
penghentian kontrak kerja. Oleh sebab
itu, Komisi IX DPR RI meminta
Pemerintah Daerah Jawa Barat dan
Kabupaten Bogor memberi perhatian
dan mendengarkan masukan pekerja
sebagai bentuk perlindungan pekerja.

. Komisi IX DPR RI meminta Pemerintah

Daerah Kabupaten Bogor untuk
memperjelas alasan dilakukannya
pengurangan pekerja baik melalui PHK
maupun tidak memperpanjang kontrak,
serta siapa saja yang boleh menetapkan
atau menyatakan perusahaan tersebut
dalam kondisi merugi/pailit, yang
menjadi alasan perusahaan mem PHK
pekerja.

. Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan

(JKP) dan Jaminan Hari Tua (JHT) tidak
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dapat dimanfaatkan kepada pekerja
kontrak. Oleh sebab itu, Komisi IX DPR
RI meminta BPJS Ketenagakerjaan
untuk membuat upaya-upaya dalam
rangka memastikan kesejahteraan
melalui jaminan sosial pekerja bagi
pekerja kontrak.

Kunspek ke Provinsi Sulawesi Selatan

1. Dalam menyikapi dukungan Pemerintah
Provinsi Sulawesi Selatan, Komisi IX
DPR RI memberikan rekomendasi
kepada Pemerintah Daerah untuk
meningkatkan upaya yang ditempuh
dalam menghadapi resesi ekonomi
global yaitu dengan memperkuat sektor
pertanian, pariwisata lokal,
perdagangam dan sektor UMKM melalui
berbagai program yang dilakukan untuk
membantu pengusah dan pekerja
seperti, pelatihan peningkatan
produktivitas bagi UMKM, pelatihan
kelompok Usaha mandiri dan lain-lain.

2. Terkait pengawasan ketenagakerjaan di
Sulawesi Selatan, Komisi IX DPR RI
sesuai ketentuan peraturan
perundangan-undangan mendorong
Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan, menyampaikan usulan jumlah
pengawas yang dibutuhkan ke
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Kementerian Ketenagakerjaan untuk
ditetapkan sehingga dengan persetujuan
tersebut pengawas norma
ketenagakerjaan dapat memenuhi
kebutuhan ideal jumlah pengawas
ketenagakerjaan di Provinsi Sulawesi
Selatan.

Dalam rangka penyerahan bantuan BPJPS
Ketenagakerjan yang diberikan kepada
para pekerja yang terdampak resesi
ekonomi global, Komisi IX DPR RI
mendesak BPJS Ketenagakerjaan agar di
koordinasikan lebih lanjut pada dimasa
depan sehingga kemitraan dengan Komisi
IX DPR RI untuk meningkatkan
kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang
masih perlu peningkatan sebesar 60
persen pekerja yang belum menjadi peserta
dapat ditingkatkan.

Komisi IX DPR RI
melakukan RDPU
dengan Menteri
Kesehatan RI, Dewan
Jaminan Sosial
Nasional (DJSN), Dewan
Pengawas BPJS
Kesehatan, Direktur
Utama BPJS Kesehatan,
Direktur Utama RSUP

. Penjelasan tentang

Implementasi
Piloting Kelas Rawat
Inap Standar (KRIS);

. Pembahasan

Perkembangan
Kebijakan KDK,
khususnya
perubahan tarif
layanan Kesehatan

1. Berdasarkan hasil penilaian terhadap
kesiapan implementasi Kelas Rawat
Inap Standar (KRIS), termasuk kesiapan
rumah sakit, Komisi IX DPR RI
mendesak Kementerian Kesehatan RI
dan DJSN untuk:

a. Mengkaji Kembali Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Bidang
Perumahsakitan dan mempersiapkan

Tanggal 22
November
2022.

Rapat bersifat
terbuka.
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Dr. Rivai Abdullah
Palembang, Direktur
Utama RSUP Surakarta,
Direktur Utama RSUP
Dr. Kariadi Semarang,
Direktur Utama RSUP
Dr. Tadjuddin Chalid
Makassar, Direktur
Utama RSUP Dr.
Johannes Leimena
Ambon, Pengurus
Perhimpunan Rumah
Sakit Swasta Indonesia
(PERSI)

pada FKTP dan
FKTRL.

seluruh peraturan perundang-
undangan yang diperlukan untuk
implementasi KRIS;

. Mengimplementasikan KRIS secara

bertahap dengan mempertimbangkan
kesiapan masyarakat dan
memprioritaskan pelaksanaannya
pada Fasilitas Kesehatan Rujukan
Tingkat Lanjut (FKRTL) yang telah
memenuhi 12 kriteria KRIS JKN yang
ditetapkan oleh DJSN;

. Melakukan pembinaan kepada

Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat
Lanjut (FKRTL) dalam rangka
mendukung implementasi KRIS;

. Mempercepat pemenuhan 12 kriteria

KRIS JKN pada Fasilitas Kesehatan
Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) milik
pemerintah untuk mendukung
implementasi KRIS;

. Meningkatkan koordinasi antar

kementerian/lembaga dan pemangku
kepentingan lainnya untuk
mempersiapkan implementasi
kebijakan Kelas Rawat Inap Standar
(KRIS); dan

. Memberikan laporan perkembangan

secara komprehensif dan berkala
terkait implementasi kebijakan Kelas
Rawat Inap Standar (KRIS).

38



Masa Sidang II Tahun Sidang 2022-2023
(16 - 30 November 2022)

NO INSTITUSI KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN

2. Komisi IX DPR RI mendesak
Kementerian Kesehatan RI bersama
DJSN dan BPJS Kesehatan terus
melibatkan asosiasi fasilitas kesehatan
dalam pembahasan standar kenaikan
tarif layanan JKN dengan tetap
memperhitungkan kecukupan iuran
dan kesinambungan program
sebagaimana tercantum dalam Pasal 69
dan Pasal 73 Peraturan Presiden Nomor
82 Tahun 2018 tentang Jaminan
Kesehatan.

3. Komisi IX DPR RI mendesak Dewan
Jaminan Sosial Nasional (DJSN)
melakukan kajian dampak
implementasi KRIS dan KDK terhadap
kesinambungan program Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) dan Dana
Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan, dan
disampaikan paling lambat ke Komisi IX
DPR RI pada bulan Januari 2023.

4. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian
Kesehatan RI, DJSN, BPJS Kesehatan,
Dewas BPJS Kesehatan, dan PERSI
menyampaikan jawaban tertulis atas
pertanyaan Anggota dan disampaikan
ke Komisi IX DPR RI paling lambat 29
November 2022.
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Pengurus Asosiasi

Seluruh Indonesia

Indonesia (APPSI), dan

Pemerintah Kabupaten

tenaga petugas
lapangan keluarga
berencana (PLKB) di
Indonesia, termasuk

NO INSTITUSI KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
3. | PANJA Komisi IX DPR 1. Mendapatkan Panja Komisi IX DPR RI tentang Tanggal 23

RI melakukan RDPU Informasi mengenai Pengawasan Tenaga Honorer Bidang November
dengan Kepala Badan data masing-masing Kesehatan dan Petugas Lapangan 2022.
Kependudukan dan jenis tenaga Keluarga Berencana (PLKB), telah Rapat Bersifat
Keluarga Berencana kesehatan dan mendapat penjelasan dari Kepala Badan | terbuka.
Nasional (BKKBN); tenaga PLKB di Kependudukan dan Keluarga Berencana
Direktur Jenderal Indonesia, termasuk Nasional (BKKBN), Direktur Jenderal
Tenaga Kesehatan mengenai status Tenaga Kesehatan Kementerian
Kementerian Kesehatan kepegawaian; Kesehatan RI, Direktur Jenderal Bina
RI; Direktur Jenderal . Mendapatkan Pembangunan Daerah Kementerian
Bina Pembangunan gambaran mengenai Dalam Negeri RI, dan Deputi Sumber
Daerah Kementerian permasalahan Daya Manusia Kementerian
Dalam Negeri RI; tenaga kesehatan Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Deputi Sumber Daya honorer dan tenaga Reformasi Birokrasi RI diwakili Analis
Manusia Kementerian PLKB non ASN yang Kebijakan Madya Kemenpan dan RB,
Pendayagunaan selama ini terjadi; selanjutkan akan menjadi bahan
Aparatur Negara dan . Mendapatkan masukan bagi Panja Komisi IX DPR RI
Reformasi Birokrasi RI. penjelasan tentang tentang Pengawasan Tenaga Honorer

rencana perekrutan Bidang Kesehatan dan Petugas

PPPK Tahun 2022. Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)

dalam menyusun laporan akhir panja.
4. | PANJA Komisi IX DPR 1. Mendapatkan Panja Komisi IX DPR RI tentang Tanggal 24

RI melakukan RDPU informasi mengenai Pengawasan Tenaga Honorer Bidang November
dengan Pengurus data masing-masing Kesehatan dan Petugas Lapangan 2022.
Asosiasi Pemerintah jenis tenaga Keluarga Berencana (PLKB), telah Rapat Bersifat
Provinsi Seluruh kesehatan dan mendapat penjelasan dari Pengurus terbuka.

Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh
Indonesia (APPSI), Pengurus Asosiasi
Pemerintah Kabupaten Seluruh
Indonesia (APKASI), Pengurus Asosiasi
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(APKASI), dan Pengurus
Asosiasi Pemerintah
Kota Seluruh Indonesia
(APEKSI).

mengenai status
kepegawaiannya,;

2. Mendapatkan
gambaran mengenai
permasalahan tenaga
kesehatan honorer
dan tenaga PLKB
non ASN yang
selama ini terjadi;
dan

3. Mendapatkan
penjelasan tentang
rencana perekrutan
PPPK Tahun 2022.

Pemerintah Kota Seluruh Indonesia
(APEKSI), selanjutkan akan menjadi
bahan masukan bagi Panja Komisi IX
DPR RI tentang Pengawasan Tenaga
Honorer Bidang Kesehatan dan Petugas
Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)
dalam menyusun laporan akhir panja.

Menerima audiensi
Komisi III DPRD
Kabupaten Tanah Datar
Provinsi Sumatera
Barat

Program Penuntasan
pengangguran masalah
BPJS Ketenagakerjaan
dan program-program
peningkatan kapasitas
daerah.

Audiensi ini diterima oleh Bp Suir Syam
dari fraksi Gerindera mewakili Pimpinan
Komisi IX DPR RI, yang menyampaikan
beberapa program dan kegiatan yang telah
dilakukan pemerintah dalam hal ini
Kementerian Ketenagakerjaan, BKKBN dan
K/L lain sebagai bentuk dukungan
peningkatan kesejahteraan pekerja dan
masyarakat.

Tanggal 25
November
2022.

Raker, RDP dengan
Kepala Badan
Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia
(BP2MI)

1. Konsep dan Strategi

Penyelesaian

Permasalahan PMI,

antara lain:

a. PMI
undocumented.

1. Komisi IX DPR RI mengapresiasi BP2MI1

dalam melakukan langkah dan upaya
dalam memberikan perlindungan PMI
selama ini.

2. Komisi IX DPR RI mendesak BP2M1

untuk:

Tanggal 28
November
2022.
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b. Perlindungan
Pendidikan anak
PMI.

2. Evaluasi terhadap
implementasi tata
kelola penempatan
PMI dan
perlindungan
terhadap kasus
Tindak Pidana
Perdagangan Orang
(TPPO).

a. meningkatkan koordinasi dengan
Kementerian Ketenagakerjaan RI
dalam memberikan pelatihan guna
meningkatkan kualitas Pekerja
Migran Indonesia sebagaimana
persyaratan kompetensi
penempatan di luar negeri.

b. meningkatkan koordinasi dengan
pemerintah daerah dalam
dukungan anggaran pelindungan
Calon PMI yang akan ditempatkan.

c. memperjuangkan pembahasan
perlindungan PMI dalam Rapat
Koordinasi Khusus dengan Presiden
RI dalam rangka pembahasan
upaya pelindungan pekerja migran
Indonesia.

d. menjalankan amanat Undang
Undang No. 18 Tahun 2017
Tentang Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia khususnya Pasal
30

. Komisi IX DPR RI mendesak BP2M1

untuk berkoordinasi dengan
Kementerian Kesehatan dan Instansi
terkait lainnya dalam rangka
melaksanakan perlindungan
Kesehatan bagi pekerja migran
Indonesia.
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4. Komisi IX DPR RI mendesak BP2Ml
untuk melaksanakan semua hasil
Rapat Dengar Pendapat (RDP) tanggal
8 Juni 2022.

5. Komisi IX DPR RI mendesak BP2M1
berkoordinasi dengan BPJS
Ketenagakerjaan untuk melakukan
sosialisasi secara intensif dan
melakukan pendekatan persuasif terkait
jaminan sosial ketenagakerjaan bagi
CPMI/PMI.

Audiensi Pengurus

Perkumpulan Pengobat

Tradisional
Interkontinental
Indonesia (PPTI)

. PPTI meminta

memasukkan target
capaian kinerja
program kesehatan
tradisional ke dalam
renstra Kemkes atau
SPM Kab/Kota.

. PPTI Mengusulkan

dukungan anggaran
program Kestrad
melalui tambahan
menu kegiatan
kestrad untuk DAK
NF Puskesmas dan
Kab/Kota dan
Pelayanan Kestrad
bisa ditanggung
BPJS.

Komisi IX DPR RI menerima masukan
yang sudah disampaikan dalam audiensi.

Tanggal 29
November
2022.

Rapat Bersifat
terbuka.
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3. PPTI meminta

Percepatan
pengesahan PMK Izin
Penyelenggaraan
Praktik Nakestrad
Batra Indonesia.

RDPU dengan
Kementerian Kesehatan
RI

. Membahas

peningkatan capaian
program Bulan
Imunisasi Anak
Sekolah (BIAS) dan
Bulan Imunisasi
Anak Nasional
(BIAN);

. Program penguatan

pelayanan kesehatan
rujukan;

Penguatan pelayanan
kesehatan primer
melalui screening
dan revitalisasi
fungsi Puskesmas.

1. Komisi IX DPR RI mendesak

Kementerian Kesehatan RI mengambil
terobosan dalam pelaksanaan program
Bulan Imunisasi Anak Nasional dan
Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)
untuk mencapai target nasional tahun
2022 dan 2023, melalui:

a. Koordinasi dengan Kementerian
Keuangan RI memasukkan capaian
vaksinasi BIAN dan BIAS sebagai
bagian dari kinerja pemerintah
daerah dalam mendapatkan transfer
daerah;

b. Perencanaan yang lebih matang

terkait jadwal imunisasi BIAS
disesuaikan dengan kalender
akademik;

c. Jaminan ketersediaan vaksin untuk
program BIAN dan BIAS melalui e-
katalog tepat waktu;

d. Pelibatan seluruh pemangku
kepentingan serta peningkatan
Komunikasi Informasi Edukasi (KIE)

Tanggal 30
November
2022.
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kepada tenaga kesehatan, kader dan
orang tua.

2. Komisi IX DPR RI mendesak
Kementerian Kesehatan RI
memprioritaskan peningkatan mutu
dan kualitas pelayanan kesehatan di
seluruh Fasilitas Kesehatan Rujukan
Tingkat Lanjut (FKRTL) dengan
memperhatikan seluruh masukan
Anggota Komisi IX DPR RI, termasuk
melakukan pemenuhan dan
pendayagunaan tenaga medis,
khususnya dokter spesialis dan sub-
spesialis.

3. Dalam rangka percepatan upaya
transformasi pelayanan primer, Komisi
IX DPR RI mendesak Kementerian
Kesehatan RI untuk memperkuat peran
Puskesmas dengan:

a. melakukan pemenuhan dan
pemerataan tenaga dokter dan
tenaga kesehatan;

b. menyediakan alat diagnostik
sederhana di Puskesmas, khususnya
point of care testing (POCT), untuk
memastikan keberlanjutan program
skrining layanan primer.
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LAPORAN DWI MINGGUAN

KOMISI X

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | Komisi X DPR RI melakukan 28-30 November 2022. Kunjungan kerja dilaksanakan di ke

Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Agenda: Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat

Pariwisata. Mencari masukan dan dan Kabupaten Kulonprogo Provinsi DIY.
pandangan dari pemangku
kepentingan bidang Mengingat kegiatan kunjungan kerja baru
pariwisata terkait kawasan selesai pada tanggal 30 November 2022,
pariwisata peyangga. sehingga belum dapat memberikan

kesimpulan hasil kunjungan kerja.

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO | KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | Perkumpulan Dosen Studi | Pelaksanaan Penyaluran e Terdapat hambatan regulasi
Lanjut S3 Dari PTN Dan bantuan Beasiswa Unggulan yang membatasi mahasiswa
PTS dan Bantuan Beasiswa untuk mengakses bantuan
Indonesia jenjang S-3. Beasiswa Unggulan dan BPI
14 November 2022 yaitu persyaratan batasan
usia maksimal 40 tahun pada
saat masa pendaftaran dan
pada saat menjadi mahasiswa
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on-going hanya
diperuntukkan bagi
mahasiswa yang memulai
perkuliahannya pada
semester genap 2021/2022.
e Komisi X DPR RI mendorong
Kemendikbudristek RI untuk
memfasilitasi pertemuan
pembahasan atas masukan
dari Perkumpulan Dosen
Studi Lanjut S3 dari
Perguruan Tinggi Negeri dan
Swasta di Wilayah Indonesia.

Gerakan Ekonomi Ekraf
Nasional

14 November 2022

Usulan Hari adany Hari
Ekonomi Kreatif Nasional.

Komisi X DPR RI mendukung
usulan Hari Ekraf Nasional dan
selanjutnya akan
menyampaikan usulan tersebut
kepada pemerintah, utamanya
Kemenparekraf/Baparekraf RI.
Komisi X DPR RI selanjutnya
mengharapkan GEKRAFS
untuk melakukan langkah-
langkah nyata mewujudkan
ekosistem Ekraf, seperti
membantu penguatan
pentahelix di daerah.

Forum Alumni BEM dan
Senat Mahasiswa (FABEM-
SM)

Eksistensi wadah Alumni
BEM-Senat Mahasiswa.

¢ Tujuan dibentuknya
FABEM-SM sebagai wadah
silaturahmi alumni,
penyambung aspirasi
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15 November 2022

alumni, dan ruang
kolaborasi aktivitas alumni
dan wadah untuk
peningkatan kapasitas dan
peran alumni dalam
mempertahankan ideologi
Pancasila dan UUD NRI
1945.

Komisi X DPR RI
mendukung terbentuknya
FABEM-SM sebagai
organisasi yang terstruktur,
mandiri, dan tetap menjaga
soliditas alumni BEM dari
berbagai kampus, berperan
aktif dalam edukasi politik
serta kritis terhadap kondisi
sosial masyarakat dengan
memberi saran dan
masukan bagi pengambil
kebijakan.

Forum Penggerak Sains

15 November 2022

Implikasi perubahan Pusat
Pengembangan dan
Pemberdayaan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan

(PPPPTK) menjadi Balai Besar

Guru Penggerak (BBGP).

Perubahan PPPPTK IPA
menjadi Balai Besar Guru
Penggerak (BBGP)
berdampak OMS atau
Forum Penggerak Sains
tidak memiliki induk

Komisi X DPR RI akan
meninjau kembali kebijakan
Merdeka Belajar.

48



Masa Sidang II Tahun Sidang 2022-2023
(16 - 30 November 2022)

NO | KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
5. | o Dirjen Kebudayaan Usulan Pakaian Kebaya e Diskusi ditujukan mengkaji
Kemendikbudristek RI | sebagai Warisan Budaya usulan pendaftaran Hari
e Sekretaris Jenderal Dunia ke UNESCO. Berkebaya Nasional, Kebaya
Kementerian Luar sebagai Warisan Budaya Tak
Negeri RI Benda Nasional, dan
e Panitia Nasional pendaftaran Kebaya sebagai
Pendaftaran Kebaya Ke Warisan Budaya Dunia ke
UNESCO UNESCO secara Single
¢ Perwakilan UNESCO Nomination.
e Komisi X DPR RI mendorong
16 November 2022 Pemerintah bekerja sama
dan berkolaborasi dengan
para pemangku kepentingan
seperti Komunitas Kebaya
dan komunitas budaya
lainnya untuk melakukan
langkah-langkah yang
diperlukan dalam upaya
menetapkan Hari Berkebaya
Nasional dan pendaftaran
Kebaya sebagai Warisan
Budaya Dunia ke UNESCO.
6. | ¢« BEM Fakultas Hukum Usulan untuk Revisi UU Usulan pengkajian ulang dan

Universitas Diponegoro
e Dinas Pendidikan,
Kepemudaan Dan
Olahraga Kabupaten
Temanggung

16 November 2022

Sisdiknas.

tambahan materi muatan

terhadap materi di pasal-pasal

RUU Sisdiknas oleh
Pemerintah yang terkait
dengan gaji guru, pendanaan
fungsi pendidikan daerah dan
fasilitasi sarana ibadah
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RI bersama jajaran Eselon
I Kemenparekraf RI

23 November 2022

tahun 2022.

Membahas perkembangan
isu-isu terkini
(implementasi PP 24 Tahun
2022).

Laporan dan harapan hasil
pertemuan G20 dan
peluang peningkatan
pariwisata dan Ekraf.

Kemenparekraf/Baparekraf
RI agar program-program
prioritas
Kemenparekraf/Baparekraf
tahun 2022 dapat
dioptimalkan kembali
pencapaiannya sampai akhir
tahun 2022. Program
prioritas yang dimaksud,
yaitu (1) Pemulihan
pariwisata Bali dan Destinasi
pariwisata unggulan lainnya,
(2) Pengembangan desa
wisata dengan
mengoptimalkan potensi
Ekraf, (3) Pengembangan
Destinasi Pariwisata Prioritas
(4) Diversifikasi pariwisata
berkualitas (pasar dan
produk), (5) Pemulihan usaha
dan pengembangan
ekosistem Ekraf dan (6)
Akselerasi adopsi digital di
sektor parekraf.

Pelaksanaan G20
berkontribusi terhadap
ekonomi domestik sebesar

NO | KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
mahasiswa di peguruan tinggi
dll.

7. | Menparekraf/Beparekraf Evaluasi program kerja e Komisi X DPR RI mendorong
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7,4 Triliun, kontribusi
terhadap ekonomi Bali
sebesar 8,09 %, dan
peningkatan kunjungan
wisman.

Kepala Perpustakaan
Nasional RI

24 November 2022

e Evaluasi program kerja
tahun 2022.

e Membahas perkembangan
isu-isu terkini (kebijakan
penentuan Indeks Literasi
berdasarkan Perpusnas RI
dan UNESCO).

e Komisi X DPR RI mendorong
Perpusnas RI untuk
membuat langkah strategis
percepatan peningkatan
daya serap (per 21
November 2022) sebesar
87,8% dari pagu sampai
dengan Desember 2022.
Komisi X DPR RI juga
mendorong Perpusnas RI
secara aktif berkoordinasi
dengan Kemendikbudristek
RI dan Bappenas RI agar
indeks literasi Perpusnas RI
menjadi alat ukur atau
standar literasi secara
nasional sekaligus
pembanding hasil UNESCO.

PANJA PERGURUAN TINGGI

e Persatuan Guru Besar
Indonesia/PERGUBI
(Prof. Gimbal).

e Asosiasi Profesor
Indonesia/API (Prof.
Anwar Arifin).

e Evaluasi penyelenggaraan
pendidikan tinggi dan;

e Saran masukan untuk
Panja.

Panja menerima masukan
penyelenggaraan pendidikan
tinggi terkait substansi
akreditasi PT, sertifikasi dosen,
korelasi pendidikan kedinasan
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e Pengurus Forum Guru dalam tata kelola pendidikan
Besar Dan Doktor tinggi dll.
Indonesia.
17 November 2022
9. ¢ Rektor Universitas Evaluasi penyelenggaraan | Panja menerima masukan
Brawijaya (UB) pendidikan tinggi dan; penyelenggaraan pendidikan
¢ Rektor Institut Saran masukan untuk tinggi terkait subtansi tantangan
Teknologi Bandung Panja. global perguruan tinggi,
(ITB) tranformasi kampus menjadi
¢ Rektor Universitas PTNBH, kerja sama PT dengan
Indonesia (UI) DUDI, dll.
¢ Rektor Universitas
Gadjah Mada (UGM)
¢ Rektor Universitas
Terbuka (UT)
21 November 2022
10. | (Calon Guru Besar) Evaluasi penyelenggaraan | e Panja menerima masukan

e Dr. Muhamad Nafik
Hadi Ryandono, SE,
M.Si. (Dosen Fakultas
Ekonomi dan Bisnis
Universitas Airlangga.

¢ Nairobi (Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung).

pendidikan tinggi dan;
Saran masukan untuk
Panja.

penyelenggaraan pendidikan
tinggi terkait substansi
permasalahan-permasalahan
dalam sistem pengangkatan
guru besar, dan penilaian
karya ilmiah.

e Para narasumber umumnya
juga meminta agar
pemerintah mereview aturan
tentang, (1) Scope Journal
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e Fathiaty (Dosen Multidisiplin, (2) peninjauan
Pendidikan Universitas kembali masalah
Negeri Jakarta). korespondensi, dan
e Bulan Prabawani, PhD kewenangan atas mutu
(Dosen Fisip jurnal, dan (3) kelonggaran
Universitas atau perbedaan perlakuan
Diponegoro). untuk masa kerja 30 tahun.
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK
11. | Kunker Spesifik Bidang e Sosialisasi dan Dalam kunjungan kerja ke

Ekonomi Kreatif (BLU

Ekraf)

e Kab. Karawang, Jawa
Barat.

e Kota Cirebon, Jawa
Barat.

e Kab.Tegal, Jawa Tengah

18 -2- November 2022

impementasi Peraturan
Pemerintah No 24 Tahun
2022 tentang Peraturan
Pelaksanaan UU Ekraf.

e Pembentukan Badan
Layanan Umum (BLU)
Ekraf daerah.

Kab, Karawan, Kota Cirebon
dan Kab. Tegal menemukan
beberapa persoalan yang
menonjol dalam pembinaan
Ekraf di antaranya :

e Belum kondusifnya regulasi,
dalam pengertian mengenai
kepastian regulasi pusat dan
daerah, seperti dalam hal
permodalan, hak kekayaan
intelektual sebagai jaminan
kolateral dan akses untuk
pemasaran produk.

e Beberapa daerah belum
membentuk BLU Ekraf.

e Masuknya produk-produk
impor yang mengancam
produksi lokal.

e Rendahnya apresiasi
terhadap produk dalam
negeri.
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e belum tersedianya standar
profesi (sertifikasi &
pendidikan terkait bidang
usaha ekonomi kreatif).
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LAPORAN DWI MINGGUAN

BADAN LEGISLASI (BALEG)

NO | JUDUL RUU/INSTANSI KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN

1. | RUU tentang Rapat Dengar RDPU dengan Koordiantor Advokasi
KESEHATAN (Omnibus Pendapat Umum DPR | Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial
Law) RI, tanggal 16 (BPJS) Watch dan Ketua Pemerhati

November 2022, Pendidikan Kedokteran dan Pelayanan
pukul 10.00 WIB. Kesehatan (P2KPK) dalam rangka
Penyusunan RUU.

2. | RUU tentang Rapat Pleno Badan Dalam rangka membahas hasil kajian
PENGAWASAN OBAT DAN | Legislasi DPR RI, Harmonisasi RUU.

MAKANAN (POM) tanggal 16 November
2022, pukul 13.00
WIB.

3. | RUU tentang Rapat Dengar RDPU dengan Ketua Ikatan Dokter
KESEHATAN (Omnibus Pendapat Umum Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi
Law) Badan Legislasi DPR | Indonesia (PDGI), dan Asosiasi Dinas

RI, tanggal 17 Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES)
November 2022, dalam rangka Penyusunan RUU.
pukul 13.00 WIB.

4. Rapat Dengar RDPU dengan Forum Dokter Susah

Pendapat Umum
Badan Legislasi DPR
RI, tanggal 21
November 2022,
pukul 13.00 WIB.

Praktek (FDSP), Perkumpulan Dokter
Indonesia Bersatu (PDIB), dan Aliansi
Telemedik Indonesia (ATENSI)) dalam
rangka Penyusunan RUU.

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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S. Rapat Kerja Badan Raker dengan Menteri Kesehatan. Dalam rangka
Legislasi DPR RI Penyusunan
RUU.
Rapat Dengar RDP dengan Badan Kependudukan dan
Pendapat Keluarga Berencana Nasional (BKKBN),

Dewan Jaminan Sosial Nasional Nasional
Tanggal 22 November | (DJSN), dan Badan Penyelenggara
2022, pukul 13.00 Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

WIB.
6. | Menteri Hukum dan HAM | Rapat Kerja Badan Raker dalam rangka membahas kembali
RI dan PPUU DPD RI Legislasi DPR RI, Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023

tanggal 23 November | sebagaimana keputusan Rapat Konsultasi
2022, pukul 10.00 Pengganti Rapat Bamus tanggal 16

WIB. November 2022.
7. | Menteri Lingkungan Rapat Kerja Badan Raker dalam rangka meminta
Hidup dan Kehutanan Legislasi DPR RI, pandangan/masukan terkait Pemantauan
dan Menteri Pekerjaan tanggal 23 November | dan Peninjauan Pelaksanaan UU Nomor
Umum dan Perumahan 2022, pukul 10.00 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Rakyat WIB. Sampabh.

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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LAPORAN DWI MINGGUAN

BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN (BKSAP)

NO PIHAK KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | KSB - BKSAP | Kunjungan Delegasi GKSB DPR RI — Parlemen Chile yang diketuai 14 - 20
Delegasi GKSB oleh Dr. Jazuli Juwaini (F-PKS) dan beranggotakan: November
DPR RI — Parlemen | 1. Ir. Hugua (F-PDIP) 2022.

Chile ke Chile. Supriyanto (F-PGerindra)
Didi Irawadi Syamsuddin (F-PD)
Amin Muhammad Bakir (F-PKS)

Ir. H. Achmad Hafisz Tohir (F-PAN)

kb

Mengadakan kunjungan ke Chile pada tanggal 13 — 20
November 2022 serta mengadakan pertemuan dengan:
1. Duta Besar RI untuk Chile
Delegasi GKSB DPR RI - Parlemen Chile mengadakan
courtesy call dengan Muhammad Anshor, Duta Besar
RI untuk Republik Chile (15/11/2022).
Ketua GKSB dalam sambutannya menyampaikan
maksud dan tujuan kunjungan GKSB DPRI ke Chile
dan mengapresiasi sambutan yang hangat dari KBRI
Santiago, Chile. Dalam pertemuan tersebut, Duta
Besar RI memaparkan kepada Delegasi terkait
perkembangan terakhir negara Chile serta kerja sama
bilateral yang telah dilaksanakan oleh kedua negara.

Pertemuan tersebut juga membahas berbagai hal yang
dapat dilakukan Grup Kerja Sama Bilateral DPR RI
dalam menjalankan tugasnya untuk menjalin dan

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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memperkuat hubungan dengan parlemen negara
sahabat. Dubes RI juga menyampaikan pentingnya
DPR RI untuk memahami perkembangan transformasi
gerakan sosial politik di kawasan Amerika latin
sehingga peran diplomasi yang dilaksanakan dapat
saling bersinergi dengan diplomasi negara yang secara
resmi diwakili oleh pemerintah.

Acara diakhiri dengan penyerahan cinderamata dan
ramah tamah dengan jajaran KBRI.

. Parlemen Chile

Melanjutkan rangkaian program kunjungan, Delegasi
GKSB DPR RI - Parlemen Chile mengadakan
pertemuan dengan beberapa pertemuan dengan pihak
Parlemen Chile di Valparaiso (16/11/2022).

GKSB DPR RI - Parlemen Chile berkesempatan untuk
bertemu dengan Presidente de Camara de Diputados
Chile (Ketua Parlemen Chile), Vlado Mirosevic.
Disampaikan beberapa hal yang menjadi perhatian
bersama, sekaligus memberikan gambaran umum
situasi politik dan perekonomian masing-masing
negara. Kedua pihak sepakat untuk lebih
meningkatkan kerja sama antar parlemen yang
diharapkan dapat mengoptimalkan hubungan
bilateral kedua negara yang selama ini telah terjalin.

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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Setelah itu, GKSB DPR RI menghadiri Working Lunch
dengan Parliamentary Friendship Group Indonesia -
Chile, yang diketuai oleh Hon. Mr. Marcos Llabaca dan
beranggotakan Mrs. Claudia Mix serta Mr. Francisco
Undurraga yang sempat menghadiri sidang IPU ke-
144 di Bali, Maret yang lalu. Hadir pula Mrs.
Jacqueline Peillard Garcia, Director of International
Affairs of the Congress of Chile.

Ketua Delegasi GKSB DPR RI - Parlemen Chile, Jazuli
Juwaini (F-PKS) menyampaikan ucapan terima kasih
atas sambutan yg hangat pada kunjungan GKSB DPR
RI - Parlemen Chile ke Chile dan mengharapkan
dengan terbentuknya GKSB serta terlaksananya
kunjungan ke Chile dapat meningkatkan kerja sama
kedua negara di berbagai bidang khususnya di bidang
Ekonomi, pariwisata, pendidikan, dan kebudayaan.
Dalam kesempatan ini GKSB DPR RI - Parlemen Chile
juga mengundang Parliamentary Friendship Group
Chile - Indonesia untuk berkunjung ke Indonesia.

Di akhir pertemuan disampaikan Chair Summary P20
yang telah dilaksanakan oleh DPR RI pada 6-7
Oktober yang lalu kepada Ketua Parliamentary
Friendship Group Chile - Indonesia.

. Konsul Kehormatan RI di Chile

Delegasi GKSB DPR RI - Parlemen Chile menghadiri
jamuan makan malam dengan Konsul Kehormatan RI

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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untuk Chile, Hon. Mr. Roberto Eduardo Leon Ramirez
(17/11/2022).

Dalam pertemuan tersebut Hon. Mr Roberto Eduardo
Leon Ramirez menyampaikan ucapan selamat datang
kepada Delegasi GKSB DPR RI - Parlemen Chile dan
mengapresiasi atas kunjungan yang telah dilakukan.

Konhor juga memaparkan keadaan dan
perkembangan terkini di Chile dan mengharapkan
agar kunjungan GKSB DPR RI - Parlemen Chile dapat
meningkatkan kerja sama bilateral antara RI dan
Chile diberbagai bidang, dan hasil kunjungan dapat
ditindaklanjuti agar dapat bermanfaat bagi kedua
negara.

KSB - BKSAP

Rapat Internal
GKSB DPR RI -
Parlemen
Azerbaijan.

Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI - Parlemen
Azerbaijan mengadakan rapat internal untuk membahas
rencana kunjungan ke Baku, Azerbaijan. Rapat
berlangsung secara tertutup di Gedung DPR RI, Senayan,
Jakarta pada Jumat (16/11/2022).

Rapat dipimpin oleh Ketua GKSB DPR RI - Parlemen
Azerbaijan, Muhammad Igbal, SE, M.Com (F-PPP) dan
turut dihadiri oleh Anggota GKSB DPR RI - Parlemen
Azerbaijan Dra. Hj. Elva Hartati, S.IP, M.M (F-PDIP).

Rapat ini membahas berbagai kegiatan GKSB dalam
rangka kunjungan kerja, termasuk dengan agenda
pertemuan dengan Parlemen Azerbaijan, perusahaan
minyak dan gas (SOCAR), Universitas Bahasa Asing

16 November
2022.

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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Azerbaijan, dan KBRI Baku. Rencananya kunjungan
GKSB akan dijadwalkan pada akhir Januari 2023.
3. | KSI - BKSAP Meeting of the Ketua BKSAP DPR RI, Dr. H. Fadli Zon, S.S. M.Sc. (F- 17 - 20
Executive PGerindra) selaku Wakil Presiden Liga Parlemen Dunia November.
Committee of the untuk Al Quds dan Palestina menghadiri Meeting of the
League of Executive Committee of the League of Parliamentarians for
Parliamentarians Al Quds.
for Al Quds
(LP4Q). Pertemuan tahunan tersebut bertujuan untuk membahas
strategi League of Parliamentarians for Al Quds untuk
periode selanjutnya. Dalam pertemuan tersebut juga
dibahas upaya penguatan pengaruh organisasi tersebut
di forum parlemen internasional, pengaturan konferensi
tahunan, serta follow up status observer di IPU. Executive
Committee juga menekankan pentingnya untuk
mengangkat blokade di Jalur Gaza dan menyampaikan
duka atas terjadinya kebakaran di Pemukiman Jabalia di
Jalur Gaza.
4. | KSB - BKSAP | Rapim ke-35 Ketua BKSAP DPR RI Dr. H. Fadli Zon, S.S. M.Sc. (F- 18 November

BKSAP DPR RI.

PGerindra) memimpin Rapat Pimpinan BKSAP ke-35
secara virtual pada hari Jumat, 18 November 2022.

Rapim juga turut dihadiri oleh jajaran Wakil Ketua
BKSAP DPR RI yaitu Gilang Dhielafararez (F-PDIP), Putu
Supadma Rudana, MBA (F-PD) dan Dr. H. Mardani Ali
Sera (F-PKS).

Rapim membahas berbagai rencana program BKSAP di
Masa Persidangan II dan III, khususnya terkait

2022.

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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partisipasi DPR RI di Sidang Umum AIPA ke-43 dan
persiapan keketuaan DPR RI di AIPA pada tahun 2023.
Dibahas pula keikutsertaan DPR RI dalam persidangan
OECD Parliamentary Network dan Series of ASEAN
Women’s Political Leadership Event Bali Democracy
Forum.

Rapat juga membahas perkembangan aktivitas Grup
Kerja Sama Bilateral dengan negara-negara sahabat,
kunjungan diplomasi perorangan, serta tamu - tamu
yang akan berkunjung ke DPR RI guna memaksimalkan
berbagai program kerja BKSAP di masa persidangan
mendatang.

KSR - BKSAP

Sidang Umum
AIPA ke-43.

Delegasi DPR RI dipimpin oleh Ketua DPR RI, Dr. (HC)
Puan Maharani menghadiri Sidang Umum (SIUM) ke-43
ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) di Phnom
Penh, Kamboja yang berlangsung dari tanggal 20-25
November 2022.

SIUM AIPA 43 mengusung tema “Advancing Together For
Sustainable, Inclusive and Resilient ASEAN’ dan
beragendakan pembahasan draft resolusi di bidang
Perempuan (Women Parliamentarians of AIPA), Pemuda
(Young Parliamentarians of AIPA), Politik, Sosial, Ekonomi
dan Organisasi AIPA serta joint communique.

Di sela-sela SIUM AIPA 43, delegasi DPR RI
melaksanakan serangkaian pertemuan Bilateral dan
Dialog dengan Negara-negara Peninjau. Pada serangkaian

20 - 25
November
2022.

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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pertemuan tersebut, Pimpinan BKSAP berdiskusi dengan
Delegasi dari sejumlah negara seperti: Amerika Serikat,
Norwegia, Ukraina, Jepang, Russia, Australia, Uni Eropa
serta Kanada.

Sejumlah isu strategis seperti Stabilitas Kawasan,
Perubahan Iklim, Laut Tiongkok Selatan, Sentralitas
ASEAN, Keketuaan Indonesia di ASEAN dan AIPA di
tahun 2023 serta bagaimana negara-negara tersebut
bisa lebih meningkatkan peran di ASEAN didiskusikan
secara terbuka.

Indonesia dipandang sebagai Negara Kunci di ASEAN
terutama ketika membahas mengenai arsitektur,
perdamaian, stabilitas dan kesejahteraan Kawasan.
Beberapa negara seperti Ukraina meminta Indonesia
secara khusus untuk menjadi Political Advocates di
ASEAN.

Sidang menghasilkan dokumen resolusi dan joint
communique yang disepakati dan diadopsi oleh seluruh
peserta.

KSB - BKSAP

Rapat Internal
GKSB DPR RI -
Parlemen Afrika
Selatan.

Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI - Parlemen
Afrika Selatan telah mengadakan rapat internal guna
membahas program kerja GKSB DPR RI - Parlemen Afrika
Selatan. Rapat berlangsung secara tertutup di Gedung
DPR RI, Senayan, Jakarta pada Rabu (23/11/2022).

Rapat dipimpin oleh Ketua GKSB DPR RI - Parlemen

23 November
2022.

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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Afrika Selatan, Andreas Hugo Pareira (P-PDIP), dan
dihadiri oleh Anggota GKSB M.R. Ihsan Yunus (P-PDIP).
Rapat membahas program kerja GKSB sebagai upaya
penguatan kerja sama bilateral antar parlemen kedua
negara, seperti pertemuan dengan Kemenlu, pertemuan
dengan perwakilan Kedutaan Besar Afrika Selatan di
Jakarta serta rencana kunjungan GKSB.

Selain itu juga dibahas rencana kunjungan Parlemen
Afrika Selatan ke DPR RI pada awal tahun 2023
mendatang.

Hal lainnya, Ketua GKSB juga mendorong agar
Pemerintah Indonesia dapat segera menetapkan Duta
Besar RI untuk Afrika Selatan, merangkap Republik
Botswana, Kerajaan Lesotho dan Kerajaan Eswatini yang
masih kosong hingga saat ini. GKSB DPR RI juga
berkomitmen meneruskan kesepakatan pemimpin negara
dalam KTT G20 di Nusa Dua, Bali.

KSB - BKSAP

L.

Working Lunch

GKSB DPR RI -
Parlemen Jepang
dengan Dubes
Jepang.

Ketua GKSB DPR RI - Parlemen Jepang, Puti Guntur
Soekarno (F-PDIP) menghadiri Working Lunch dengan
Duta Besar Jepang untuk Indonesia, H.E. Mr. Kanasugi

Kenji di Kediaman Duta Besar Jepang untuk Indonesia
(23/11/2022).

Dubes Jepang menyampaikan belasungkawa atas
bencana gempa yang terjadi di Cianjur.

Ketua GKSB mengapresiasi partisipasi Jepang dalam KTT

23 November
2022.
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INFO SINGKAT

KETERANGAN

G20 pada 15 - 16 November yang lalu di Bali. Dubes juga
memberi selamat atas penyelenggaraan G20 dan P20
yang sukses.

Indonesia dan Jepang akan merayakan 65 tahun
hubungan diplomatik pada 2023, hal ini juga bertepatan
dengan 50 tahun kerja sama Jepang dan ASEAN. Pada
tahun yang sama juga, Indonesia akan memegang
keketuaan ASEAN dan Jepang akan memegang
keketuaan G7. Momentum ini hendaknya dapat
dimaksimalkan untuk memperkuat kemitraan strategis
Indonesia - Jepang dalam konteks bilateral dan kawasan.
Kedua belah pihak juga sepakat bahwa Indonesia dan
Jepang perlu terus meningkatkan kerja sama di bidang
ekonomi (IJEPA), pembangunan infrastruktur (IKN &
MRT), transisi energi (EBT & Green Hydrogen), politik
(ASEAN Outlook on the Indo-Pacific & Free and Open Indo-
Pacific).

Dubes Jepang juga berharap agar GKSB DPR RI -
Parlemen Jepang dapat segera melakukan kunjungan
pada tahun 2023, mengingat tahun tersebut bertepatan
dengan momentum perayaan hubungan diplomatik
Indonesia dan Jepang.

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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LAPORAN DWI MINGGUAN

MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN (MKD)

KEMENTERIAN/

OBJEK

Dalam Perspektif Psikologi” dan “Peran media
monitoring terhadap Citra Anggota DPR RI”.

NO LEMBAGA PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | Koordinatoriat Menerima audiensi Koordinatoriat Wartawan Tanggal 17
Wartawan Parlemen. November 2022.
Parlemen

2. | Lembaga Tugas dan Menerima audiensi mengenai Informasi Tugas dan | Tanggal 16
Layanan Fungsi MKD Fungsi MKD DPR RI dalam melakukan November 2022.
Pendidikan DPR RI penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan
Tinggi Anggota DPR RI.

3 |- Tugas pokok, Diskusi dalam rangka meminta masukan terkait Tanggal 17-19
fungsi dan menjaga citra MKD DPR melalui peran media November 2022.
wewenang MKD [ massa dan mewujudkan peradilan yang
DPR RI independen.

4 | Polres Salatiga, Sosialisasi tugas, fungsi dan wewenang MKD serta | Tanggal 20-22

Jawa Tengah tanda nomor kendaraan bermotor khusus Anggota | November 2022.
DPR RI.
S | Polres Sukabumi Sosialisasi tugas, fungsi dan wewenang MKD serta | Tanggal 23 s.d. 25
tanda nomor kendaraan bermotor khusus Anggota | November 2022.
DPR RI.
6. | DPRD Kab. Menerima konsultasi DPRD Kabupaten Banyumas | Tanggal 28
Banyumas terkait penyusunan rancangan peraturan DPRD November 2022.
tentang kode etik.
7 |- Paket meeting dengan tema “Kode etik DPR RI Tanggal 28 s.d. 30

November 2022
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LAPORAN DWI MINGGUAN

BADAN URUSAN RUMAH TANGGA (BURT)

NO KEGIATAN PERKEMBANGAN KETERANGAN
1. | Kunjungan Kerja BURT ke Tujuan Kunjungan Kerja BURT DPR RI ini adalah untuk
Parlemen Korea Selatan berdiskusi dan berbagi pengalaman tentang:
14-20 November 2022 1. Mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi parlemen yang

telah dipraktekan oleh parlemen negara lain.
2. Model dan mekanisme komunikasi antara Anggota
Parlemen dengan konstituennya.

3. Pengelolaan/penataan sarana dan prasarana kawasan
kompleks parlemen, serta penataan kawasan kompleks
parlemen.

. Manajemen keprotokolan untuk Anggota Parlemen.

. Pengelolaan jaminan kesehatan untuk Anggota Parlemen.

. Perencanaan dan implementasi e-parliament.

. Manajemen sistem pendukung (supporting system)
parlemen yang bertugas memberi dukungan keahlian,
teknis dan administratif.

N OO A

2. | Rapat BURT, Senin, 24 BURT membentuk panitia kerja (panja) yang akan membahas
November 2022 lebih lanjut tentang manajemen kepegawaian DPR RI.
Agenda: Pembahasan Pegawai
Pemerintah Dengan
Perjanjian Kerja (PPPK) di
Lingkungan Setjen DPR RI

3. | Rapat BURT, Senin, 28 Realisasi anggaran DPR RI sampai dengan akhir Triwulan III
November 2022 Tahun 2022 sebesar Rp3.884.703.854.937,- (Tiga triliun
delapan ratus delapan puluh empat miliar tujuh ratus tiga juta
delapan ratus limah puluh empat ribu sembilan ratus tiga

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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NO KEGIATAN PERKEMBANGAN KETERANGAN
Agenda: Nojel Sekjen Tentang | puluh tujuh rupiah) atau 68,12% dari pagu sebesar
Realisasi Anggaran Triwulan Rp5.702.855.188.000,- (Lima triliun tujuh ratus dua miliar
IIT Tahun 2022 delapan ratus lima puluh lima juta seratus delapan puluh
delapan ribu rupiah).

4. | Rapat Panja BURT, Selasa 29 |1. Realisasi anggaran sampai dengan akhir Triwulan III Tahun
November 2022 2022 Satker Dewan sebesar Rp2.875.480.492.758,- (Dua
Agenda: triliun delapan ratus tujuh puluh lima miliar empat ratus
1. Pembahasan dan delapan puluh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu

Pendalaman Realisasi tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) atau 68,26% dari

Anggaran Triwulan III pagu sebesar Rp4.212.677.140.000,- (Empat triliun dua

Tahun 2022 Satker Dewan. ratus dua belas miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta

2. Pembahasan dan seratus empat puluh ribu rupiah).

Pendalaman Realisasi 2. Realisasi anggaran sampai dengan akhir Triwulan III Tahun

Anggaran Triwulan III 2022 Satker Setjen sebesar Rp1.009.223.362.179,- (Satu

Tahun 2022 Satker Setjen. triliun sembilan miliar dua ratus dua puluh tiga juta tiga
ratus enam puluh dua ribu seratus tujuh puluh sembilan
rupiah)atau 67,73% dari pagu sebesar
Rp1.490.178.048.000,- (Satu triliun empat ratus sembilan
puluh miliar seratus tujuh puluh delapan juta empat puluh
delapan ribu rupiah).

5. | Rapat BURT, Selasa, 29

November 2022
Agenda:

1.

Laporan Panja Realisasi
Anggaran Triwulan III

Tahun 2022 Satker Dewan.
. Laporan Panja Realisasi

Anggaran Triwulan III

Tahun 2022 Satker Setjen.

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN




Masa Sidang II Tahun Sidang 2022-2023
(1 - 15 November 2022)

LAPORAN DWI MINGGUAN

BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA (BAKN)

NO PIHAK KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN

1. Direktorat Jenderal Bea | Akuntabilitas BAKN DPR RI melakukan kegiatan Dilaksanakan pada
dan Cukai Kementarian | Keuangan Negara. | Paket Meeting, selanjutnya melakukan | tanggal 18 s.d. 20
Keuangan RI pertemuan dengan Direktur Teknis November 2022.

dan Fasilitas Cukai — Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai Kementerian
Keuangan RI dalam rangka
pendalaman terkait pengelolaan cukai
hasil tembakau Tahun Anggaran 2017
sampai dengan Tahun 2022.

2. Riset Forum For Socio- Akuntabilitas BAKN DPR RI melakukan kegiatan Dilaksanakan pada
Economic Studies Keuangan Negara. | Paket Meeting, selanjutnya melakukan | tanggal 25 s.d. 27
(FOSES) pertemuan dengan peneliti Riset November 2022.

Forum For Socio-Economic Studies
(FOSES) dalam rangka pendalaman
terkait pengelolaan cukai hasil
tembakau Tahun Anggaran 2017
sampai dengan Tahun 2022.

3. Ditjen Bea dan Cukai Akuntabilitas BAKN DPR RI melakukan kunjungan Kunjungan Lapangan
Kementerian Keuangan Keuangan Negara. | Lapangan ke Pelabuhan Benoa dilaksanakan pada
RI Provinsi Bali, selanjutnya melakukan |tanggal 28 s.d. 30
pertemuan dengan Kepala Kantor November 2022.

Wilayah DJBC Bali, beserta
Jajarannya, dalam rangka Penelaahan
BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI
terkait Kepabeanan dan Cukai.
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LAPORAN DWI MINGGUAN

PANITIA KHUSUS (PANSUS)

NO JENIS RAPAT AGENDA INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | Rapat Panja RUU Pembahasan DIM | 1. Rapat Panja RUU tentang Landas Kontinen Rapat tanggal
tentang LANDAS RUU tentang menyetujui membahas DIM yang bersifat Rabu s.d.
KONTINEN Landas Kontinen. substansi RUU sebanyak 185 DIM dan substansi | Kamis, 23 s.d.

tambahan di luar RUU sebanyak 40 DIM. 24 November
2. Panja telah membahas DIM yang bersifat 2022.

substansi RUU sampai dengan DIM Nomor 58.
Rapat akan dilanjutkan pada tanggal 7 s.d. 8
Desember 2022 secara konsinyering.

3. Dalam rapat tanggal 7 s.d. 8 Desember 2022
pemerintah menyiapkan atau menghadirkan ahli
Bahasa dan ahli hukum laut untuk ikut serta
dalam pembahasan DIM.

4. Hasil keputusan pembahasan DIM sampai dengan
Nomor 58.

dkkkk
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